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ABSTRAK

Mewujudkan Polei yang Profesional dan mandiri adalah merupakan harapan
masyarakal, bangsa dan Nepara dalsm rangks mencapai supremasi hukum. Ini
dimaksudkan  puna  untuk  mepumbohkan  Kepercayaan  masvarakat  melalu
peningkatan integritas moral dan profesionalisme Polri, hal ini diwujudkan dengan
dipisshkannya antara TN] dengan Pelri pada tahun 1999, berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 2 tshun 1999, Namun setelah hampir sepulub tahun keluarmya
instruksi presiden Momaor 2 tabun 1999, masih banyak keluhan yang disampaikan
aleh masvarakat atss kendala profesiomalisme kepolisian, hal ini ditandai dengan
masih adanva kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka, Penelitian ini bermaksud
untuk mengetahui proscs pemeriksaan tersangka dalam suatu tindok pidana yang
dilakukan oleh penyvidik,dan bagaimana sikep penyidik terhadap tersangha dalam
proses penyidikan serta usaha apa saja uniuk meningkatkan keprofesionalan penyidik
di Paltabes Padang. Metode pendekatan yang digunaken adalah metode pendekatan
vuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum
vang berlaku, Dari hasil penclitian yang dilskukan di Polubes Padang pada garis
besarnya bahawa proses penyidikan tidak  sesuai dengan KUHALP. Dalam
memperhatikan hak-hak terssngka tersebut maka penyidik berusaha menghindari
penyiksaan dan penganiayasn terhadap tersangka pada proses penyidikan. Dari hasil
penelitian dissrankan Agar lebih mensosialisasikan ketentuan-ketentuan KUHAP
herkenaan dengan perlindunpan terhadap tersangka ditingkat penyidikan. Perlu
diadakan pendidikan secara berkelanjutan yang diberikan kepada penyidik untuk
meningkatkan kwalitas kerjanya, puna mencapai Polisi yang peofessional dan apar
lehih banyak melakukan penyuluhan hukum kepada masyarabuot mengenal hak-
haknya selama proses penyidikan, baik dilakukan oleh Kepolisian sendiri, maupun
merminta bantuan kepada perguruan tlinggi yang ada, sehingga masyarakat tahy akun
haknya jika berhadapan dengan hukum, juga berfungsi menghindari kekerasan yang
dilakukan oleh pihak berwajib, karcna masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya.



BARI
PENTIAHULLUAM

A. Latar Belakang Masalah

Upaya Kepolisian  Republik Indoresis mengangkat citra dan pamamysa
di mata masyarakat tampaknya masih tersandung oleh kendala Profesionalisme
vang sudah terlanjur berkutat pada mstitusi in dan sejumlah ketidak puaszan masth
di suarakan olch masvarakal, Semenjak  berpisah  dengan TNL pada tahun
[904 stas dasar Instruksi Presiden Nomr 2 tashun 19990 P'ada tahun 2000
diterhitkan pula Keputusan Presiden Nomor 89 tentang  kedodukan  Palri
vang  langsung  herada dibawah tangan Presiden dan kemudian dipertegas
dengan keluarnya TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang peran TNI dan
Polri. landasan formal di atas merupakan latar belakang disusunya Undang-
Undang No 2 wahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia  sebagai
penganti dan Undang-Undeng  Poln vang lama vaitue Undang-Lndang No 28
tahun | 997,

Pelaksanaan tugas maupun peran scrta Polri vang telah disusun dan
ditenfukan dalam  Undang-lindang Nomor 2 tahun 2002 telah dirvmuoskan  dan
memperhatikan  keduduksn  Pola sebapan alal Nepara sesust dengan bunvi
TAP MPR Mo IV tentang  Polri dimana  dalam pertimbanganya yaitu bahwa
dalam  kehidupan  bermasyarakat  diperfukanya alat keamanan vang
memberikan  perlindungan  dan  penegakan hukum  (Law Enforcement)

berupa  Kepolisian Republik  Indonesia. Oleh  sebab  itw  Polri merupakan



alal negara vang melaksanakan kekuassan negara dibidang  kepolisian Prevernil
dan  represif dalam  rangka  sistem peradilan pidana  (Crimival Jusiice
Susre) Wajah Polri berubah dan sebuah institusi yang  berbasis  militer menjadi
suatu institusi vang berbasis sipil.

Perubahan pradigma ini tidak sera merta membust Polo menjadi lebih
lembut, lunak dan bersahabat dengan masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa
Palri sebagai alat negara vang berflungs: menjaga keamanan dan ketertipan di
dalam masvarakal, serta menegakkan supremasi bukum vang berbasis  untuk
melindungi hak sipil warga negara. Kepolisian adalah institust vang diberikan
atoritas publik vang luar biasa, karena diberikanya kewenangan untuk mengontral
masyarakal secarz fisik, seperti  menshan, menangkap dan menginterogasi.
Dan dari perubahan yang tecjodi didalam tubub Polei tersebut Maka hendaknyva
Polri itw hares  berubah rl:.]l.‘.‘rljiﬂ.di Polri yvang profesional, yanpg mengetabui,
mengerti dan memahami  #pa  lugas  wewenang dan tanggung  jawabnyva,
Keprotesionalan antaralain ditumjukan dengan sikap yang selalo berpegang pada
mturan yang berlaku, norma dan etika baik yang berlaku secara umum maupun
vang khusus berlaku entk institusinya', Dalam konteks penegakan hukum, polisi
dituntut untuk mengungkap suatu kasus pidana maupun yvang memang menjadi
wewenangnya,  Pengungkapan  ftu dilakukan melahn  penyelidikan  vang
indgpenden, jujur, tanpa rekayasa dan tidak melanggar batss-batas vang telah
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diatur dalam peraturan perundang-undanpan yang berlako®.
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BARB IV

PENUTLIP

A, Kesimpulan

B

Froses penyidikan terhadap tersangka vang dilakukan oleh Poltabes Padang
sevara pans besar telah sesual dengan KUHAP, meskipun masih banyaknya
terjadl penyimpanpan yang dilakukan oleh penyidik, sehingza menimbulkan
cacat fisik. mental bahkan kemation terhadap tersangka.

Penviksgan dan kekerasan vang tegjadi selama ini merupakan suvatu Jost
contral yang terjadi di Poltabes Padang, dikarenakan beberapa hal yang
menyehabkan penyidik melakukan Kekerasan tersebut antara lain, wersangka
berbelit-belit  dalam  memberikan kelerangan  sehingga  penyvidik merasa
dipermainkan, keadazn mental penyidik sewaktu melakukan penyidikan
terhadap tersangka, dan -;jesal-tm untuk «dspat segera menvelesaikan soatu
kasus tindak pidana tersebut dikarenakan keterbatasan wakto penyidikan, serta
pengulangan membuat berita acara pidana yang dikembalikan olch jaksa
kepada penyidik, sehingga penyidik harus mengorek kembali keterangan dari
tersanghka.

Mengengt kendala-kendala dalam peningkatan profesionalisme, 1idak hanva
saja dateng dari penyidik sendiri tapi juga datang dari mazyvarakat umumnya
dan lersangka khususnya, dimana tersangka masih banyak tidak mengetahui
dkan soal hukum, dimana tersangka tersebut tidzk mengenal apa saja vang

menjadi haknva sslama proses penvelidikan tersebut dan tidak mengetahui
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